[bookmark: _Toc137761120][bookmark: _GoBack]BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN PROPOSISI

2.1 [bookmark: _Toc137761121]Penelitian Sebelumnya
		Penelitian Sebelumnya bertujuan untuk mencari perbandingan dan menentukan inovasi baru untuk penelitian selanjutnya, di samping itu kajian terdahulu membantu peneliti serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang sudah di publikasikan. Berikut merupakan penelitian sebelumnya yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji :
[bookmark: _Toc130771828][bookmark: _Toc131384541][bookmark: _Toc137006300][bookmark: _Toc137006513]Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

	No
	Judul Penelitian
	Persamaan
	Perbedaan

	1. 
	Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pekanbaru
Penulis : Ismayanti Harahap, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 2021
	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini membahas tentang retribusi parkir di tepi jalan umum
	Lokasi penelitian sebelumnya di Kota Pekanbaru, sedangkan lokasi penelitian penulis di Jalan Pekiringan Kota Cirebon.

Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan teori George C Edward III.

	2. 
	Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Pangkalpinang
Penulis : Putra Pratama Saputra, Universitas Bangka Belitung. 2020
	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini membahas tentang retribusi parkir di tepi jalan umum
	Lokasi penelitian sebelumnya di Kota Pangkalpinang, sedangkan lokasi penelitian penulis di Jalan Pekiringan Kota Cirebon.


	3. 
	Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus di Jalan Pahlawan Pasar Segiri Kota Samarinda)
Penulis : Paisal Rahmad, Universitas Mulawarman. 2014
	Penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis sama-sama meneliti tentang retribusi parkir di tepi jalan umum.
	Lokasi penelitian sebelumnya di Jalan Pahlawan Pasar Segiri Kota Samarinda, sedangkan lokasi penelitian penulis di Jalan Pekiringan Kota Cirebon.
Dalam penelitian sebelumnya menggunakan analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman

	4. 
	Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Kota Semarang
Penulis : Sindy Fitria Utami, Universitas Diponegoro. 
	Penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis sama-sama meneliti tentang retribusi parkir.

Penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis menggunakan desain Penelitian tipe Penelitian Kualitatif.
	Lokasi penelitian sebelumnya di Kota Semarang, sedangkan lokasi penelitian penulis di Jalan Pekiringan Kota Cirebon.


	5. 
	Evaluasi Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum berdasarkan Zona di Kota Pangkalpinang
Penulis : Revy Safitri, Universitas Bangka Belitung, 2019
	Penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis sama-sama meneliti tentang parkir di tepi jalan umum.
	Metode penelitian yang digunakan penulis metode kualitatif, sedangkan metode yang digunakan penelitian sebelumnya kuantitatif.

Lokasi penelitian sebelumnya di Kota Pangkalpinag, sedangkan lokasi penelitian penulis di Jalan Pekiringan Kota Cirebon.




		Dari penelitian diatas, nampak bahwa penelitian sebelumnya banyak yang membahas mengenai Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Namun demikian, penelitian penulis saat ini tidak sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya, baik lokasi maupun teori yang digunakan. Oleh karenanya, penelitian yang penulis lakukan ini bersifat orisinil. 

2.2 [bookmark: _Toc137761122]Tinjauan Pustaka
2.2.1 [bookmark: _Toc137761123]Pengertian Kebijakan 
		Kebijakan berasal dari bahasa inggris yaitu policy yang digunakan untuk menunjukan perilaku seorang aktor, misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan adalah suatu kegiatan tentang pemahaman manusia mengenai pemecahan suatu masalah, sebuah kebijakan dibuat sebagai solusi problematika yang muncul dalam kehidupan manusia, pemerintah sebagai lembaga tinggi negara yang sebagai pengambil alih kebijakan yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat.
		Kebijakan Publik menurut James Anderson dalam Agustino (2016:17) menyatakan bahwa: Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperlihatkan.

2.2.2 [bookmark: _Toc137761124]Pengertian Implementasi
		Konsep Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement, sedangkan kata Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Menurut Lane konsep implementasi dapat dibagi kedalam dua bagian yaitu implmentasi merupakan persamaan fungsi dari maksud merupakan ouput dan outcome. Bersadarkan definisi dari Lane yang pertama formula implementasi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat.
		Implementasi merupakan persamaan fungsi dari kebijakan, formantor, imlementor, inisiator dan waktu. Yang kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri lalu hasil yang dicapai dan pelaksanaan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu.
		Menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Leo Agustino 2016:133) Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel.

2.2.3 [bookmark: _Toc137761125]Pengertian Implementasi Kebijakan
		Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Impementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik pekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program.
	Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2016: 135) berpendapat bahwa : 
“Implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.”
	Berdasarkan yang dikemukakan oleh George C. Edwards (dalam Winarno, 2016:155) Implementasi kebijakan adalah : 
“Salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik”

	Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan suatu hasil yang baik dari kebijakan yang sudah dirancang sehingga sasaran dan tujuan suatu kebijakan tepat.

2.2.4 [bookmark: _Toc137761126]Faktor-Faktor yang Menentukan Implementasi Kebijakan 
[bookmark: _Toc137386509][bookmark: _Toc137761127]     Publik
		Implementasi kebijakan publik merupakan tahap paling penting dalam sebuah kebijakan, sebagai penentu keberhasilan kebijakan. Oleh karena itu perlu diperhatikan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan dari sebuah proses implementasi kebijakan publik tersebut. Hal ini telah di sampaikan dari beberapa pakar menegenai hal tersebut. (Gumilang Prakoso, Mukarto Siswoyo, Muhammad Sutarjo:2013).
2.2.5 [bookmark: _Toc137761128]Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan
		Dalam menjalankan suatu proses implementasi kebijakan terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna yaitu:
1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius, hambatan-hambatan tersebut munkin bersifat fisik, politis, dan sebagainya.
2) Untuk melakasanakan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4) Kebijakan yang akan diimplemntasikan didasari oleh suatu hubungan.
5) Pemahaman yang mendalami dan kesempatan terhadap tujuan.
6) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
7) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut.

2.2.6 [bookmark: _Toc137761129]Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan
		Menurut Makinde (2005) permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses Implementasi dinegara berkembang disebabkan oleh:
1) Kelompok sasaran (target beneficiaries) tidak terlibat dalam implementasi program,
2) Program yang diimpementasikan tidak mempertimbangkan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, 
3) Adanya korupsi, 
4) Sumberdaya manusia yang kapasitasnya rendah, dan
5) Tidak adanya koordinasi dan monitoring.
2.2.7 [bookmark: _Toc137761130]Model Implementasi Kebijakan
		Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn. 
		Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsenkuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.
		Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino 2020:150) mengatakan bahwa ada enam faktor atau variabel dalam implementasi kebijakan publik, yaitu:
1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, identifikasi indikator-indikator kinerja merupakan tahap yang kursial dalam analisis implementasi kebijakan.

2) Sumber Daya
Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Dalam hal inti tentunya yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang ditetapkan secara politik. Selain itu sumber-sumber yang harus diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu.

3) Karakteristik Agen Pelaksana
Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti yang dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak lepas dari struktur birokrasi. Sruktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan mereka miliki dan menjalankan kebijakan.

4) Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana
Tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: Kognisi (konprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam-macam tanggapan terhadap (pemerintah, netralis, penolakan) dan intensitas tanggapan itu.

5) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam kinerja kebijakan, sangat penting untuk memberi perharian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar tujuan-tujuan implementasi, ketetapakan komunikasinya dengan para pelakasana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dimunikasikan dengan berbagai sumber informasi.

6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Dampak kondisi lingkungan ekonomi, sosial, dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Menurur Van Meter dan Van Meter hal ini perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik, lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.



2.2.8 [bookmark: _Toc137761131]Retribusi
		Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. 
		Menurut Mardiasmo (2011:100), Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagian pembayaran atas pemanfaatan jasa atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa retribusi merupakan suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat atas penyedian fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.
		Menurut Siahan (2005:5), Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Dari uraian diatas dapat diketahui Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung yaitu yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.
		Menurut Mahmudi adalah pemungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah.
		Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi memiliki pokok sebagai berikut: (1) Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang, (2) Dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, (3) Imbalan dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar retribusi dan juga dapat dipaksakan, (4) Pelaksanaan bersifat ekonomis.
		Jenis-jenis Retribusi Daerah :
1. Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Salah Jenis retribusi jasa umum yaitu Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
2. Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komerisial meliputi: a. Pelayanan dengan menggunakan memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. b. Pelayanan oleh pemeritah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi tempat khusus parkir.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
Jenis Retribusi Perizinan tertentu yaitu Retribusi izin mendirikan bangunan, Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, Retribusi izin gangguan, dan Retribusi izin trayek.
. 

2.2.9 [bookmark: _Toc137761132]Parkir
		Pengertian dasar parkir adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara (Direktorat Jendral Perhubungan Darat,1996:1). Parkir adalah sebuah situasi keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Parkir merupakan keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrbusi Daerah).
		Menurut Setijowarno (2001:21) menjelaskan bahwa ada dua pengertian tentang parkir yaitu tempat pemberhentian kendaraan sementara dan kemudian dijelaskan juga adalah tempat pemberhentian kendaraan untuk jangka waktu yang lama atau sebentar sesuai dengan kebutuhannya.
		Berdasarkan beberapa penjelasan pengertian parkir tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa parkir merupakan suatu kebutuhan pemilik kendaraan untuk memberhentikan kendaraannya dalam beberapa saat untuk memenuhi kebutuhan lainnya dimana berada di tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dalam rambu lalu lintas atau tidak.
2.2.10 [bookmark: _Toc137761133]Retribusi Parkir
		Retribusi parkir masuk dalam kriteria retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, jadi retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 
		Disebutkan dalam ketentuan umum pasal 2 ayat (2) huruf e, yakni Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pengelolaan parkir di kota Cirebon terbagi kedalam lima rayon, tiap-tiap ruas jalan pada masing-masing rayon terdiri dari juru parkir yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh pegawai yang ditunjuk sebagai koordinator lapangan (Korlap). Juru parkir bertanggung jawab terhadap pengelolaan lahan parkir tersebut diatas dengan kewajiban menyetorkan target retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum kepada bendahara penerimaan melalui koordinator lapangan paling lambat 1x24 jam dalam 1 (satu) hari tugas pelayanan.
[bookmark: _Toc137006301][bookmark: _Toc137006514]Tabel 2.2 
Daftar Lokasi Parkir
	PENETAPAN LOKASI PARKIR DI DALAM RUANG MILIK JALAN DAN DI LUAR MILIK JALAN DI KOTA CIREBON

	No.
	Di Dalam Ruang Milik Jalan
	No.
	Di Luar Ruang Milik Jalan

	I
	PARKIR ZONA
	
	Area Parkir Maksimal 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Meter Persegi

	1.
	Jl. Siliwangi
	
	Fasilitas Parkir pada Area Mini Market dana tau sejenisnya

	2. 
	Jl. Pagongan
	II
	TEMPAT KHUSUS PARKIR

	3.
	Jl. Tentara Pelajar
	1.
	Kawasan Stadion Bima Kota Cirebon

	4.
	Jl. Karanggetas
	2.
	Area Basement Alun-Alun Kejaksan

	5.
	Jl. Bahagia 
	
	

	6.
	Jl. Winaon 
	
	

	7.
	Jl. Kanoman
	
	

	8.
	Jl. Lemahwungkuk
	
	

	9.
	Jl. Pecinan
	
	

	10.
	Jl. Pekalipan
	
	

	11. 
	Jl. Pasuketan
	
	

	12.
	Jl. Pekiringan 
	
	

	II
	PARKIR BUKAN ZONA
	
	

	1.
	Jl. Dr. wahidin 
	16.
	Jl. Kartini

	2.
	Jl. Dr. Cipto MK
	17.
	Jl. Samiaji

	3.
	Jl. Moch Toha
	18.
	Jl. Cangkring

	4.
	Jl. Sukalila Utara
	19.
	Jl.Kolektoran

	5.
	Jl. Sukalila Selatan 
	20.
	Jl. Kantor

	6.
	Jl. Kalibaru
	21.
	Jl. Pekalangan

	7.
	Jl. Dr. Sutomo
	22.
	Jl. Pekarungan

	8.
	Jl. Kalibaru Selatan
	23.
	Jl.Galunggung

	9.
	Jl. Kalibaru Utara
	24. 
	Jl. Panjunan

	10.
	Jl. Pamitran
	25.
	Jl. Kebon Cai

	11.
	Jl. Kebon Belimbing
	26.
	Jl. Basalamah

	12.
	Jl. Ampera
	27.
	Jl. Terusan Pemuda

	13.
	Jl. Tuparev
	28.
	Jl. Kebon Pelok 

	14.
	Jl. Veteran 
	29.
	Jl. Kendurunan

	15.
	Jl. Arya Kemuning 
	30.
	Jl. Petratean



	[bookmark: _Toc137006302][bookmark: _Toc137006515]31. 
	Jl. Jagasatru
	42.
	Jl. Pandesan

	32. 
	Jl. Pasar Talang
	43.
	Jl. Sutomo

	33.
	Jl. Evakuasi
	44. 
	Jl. Dr. Sudarsono

	34. 
	Jl. Ciremai Raya
	45.
	Jl. Kebon Baru

	35. 
	Jl. Rajawali Raya
	46. 
	Jl. Cemara

	36.
	Jl. Perjuangan
	47.
	Jl. Merdeka

	37.
	Jl. Pemuda
	48.
	Jl. Pengampon

	38.
	Jl. Gunung Kelud
	49.
	Jl. Grubugan

	39.
	Jl. P. Drajat
	50.
	Jl. Kembar

	40. 
	Jl. Setia Budi
	51.
	Jl. Pancuran

	41.
	Jl. Sudarsono
	52.
	Jl. Gudang


Sumber: UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Cirebon




















Tabel 2.3 
Tarif Retribusi Parkir
Berdasarkan Perda Kota Cirebon No. 3 Tahun 2021
Retribusi Jasa Umum
	No.
	Jenis Kendaraan
	Tarif Retribusi Parkir

	1. Parkir Reguler

	A. 
	Parkir Bukan Zona
	

	
	a. Sepeda Motor
	Rp. 1.000 sekali parkir/2 jam

	
	b. Mobil Penumpang
	Rp. 2.000 sekali parkir/2 jam

	
	c. Mobil Bus/Barang Sedang
	Rp. 5.000 sekali parkir/2 jam

	
	d. Mobil Bus/Barang Besar
	Rp.10.000 sekali parkir/2 jam

	
	e. Untuk kendaraan bermotor yang menggunakan jasa tempat parkir melebihi waktu yang dimaksud diatas
	Setiap 1 jam berikutnya ditambah 100%

	B. 
	Parkir Zona

	
	a. Sepeda Motor
	Rp. 2.000 sekali parkir/2 jam

	
	b. Mobil Penumpang
	Rp. 4.000 sekali parkir/2 jam

	
	c. Mobil Bus/Barang Sedang
	Rp. 7.000 sekali parkir/2 jam

	
	d. Mobil Bus/Barang Besar
	Rp.15.000 sekali parkir/2 jam

	
	e. Untuk kendaraan bermotor yang menggunakan jasa tempat parkir melebihi waktu yang dimaksud diatas
	Setiap 1 jam berikutnya ditambah 100%

	2.
	Parkir Insidentil

	
	a. Sepeda Motor
	Rp. 2.000 sekali parkir/2 jam

	
	b. Mobil Penumpang
	Rp. 3.000 sekali parkir/2 jam

	
	c. Mobil Bus/Barang Sedang
	Rp. 5.000 sekali parkir/2 jam

	
	d. Mobil Bus/Barang Besar
	Rp.10.000 sekali parkir/2 jam

	
	e. Untuk kendaraan bermotor yang menggunakan jasa tempat parkir melebihi waktu yang dimaksud diatas
	Setiap 1 jam berikutnya ditambah 100%

	3.
	Parkir Berlangganan

	
	a. Sepeda Motor
	Rp. 50.000/per tahun

	
	b. Roda 4 (empat)
	Rp.100.000/per tahun


Sumber: UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Cirebon
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[bookmark: _Toc137006303][bookmark: _Toc137006516]Tabel 2.4 
Realisasi Penerimaan Retribusi Jasa Umum UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Cirebon Periode 1 Januari 2022 s/d 01 November 2022
	Bulan
	Realisasi Pendapatan

	
	2021
	2022

	Januari
	Rp. 148.013.000
	Rp. 174.129.000

	Februari 
	Rp. 157.280.500
	Rp. 158.140.000

	Maret 
	Rp. 206.286.000
	Rp. 183.804.000

	April 
	Rp. 186.478.000
	Rp. 168.056.000

	Mei
	Rp. 162.455.500
	Rp. 152.838.500

	Juni
	Rp. 193.400.000
	Rp. 185.653.500

	Juli
	 Rp.   70.272.500
	Rp. 188.433.000

	Agustus
	Rp. 116.510.500
	Rp. 207.021.500

	September
	Rp. 147.702.000
	Rp. 224.237.000

	Oktober
	Rp. 156.300.000
	Rp. 221.813.000

	November
	Rp. 166.473.000
	Rp.    8.454.000

	Desember
	Rp. 176.429.000
	

	Jumlah
	Rp. 1.887.600.500
	Rp. 1.872.579.500

	Prosen
	40,71%
	40,38%


Sumber: UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Cirebon










2.3 [bookmark: _Toc137761134]Kerangka Pemikiran
			Tahap terpenting dari sebuah kebijakan adalah implementasi kebijakan, tahap ini menjadi tahapan paling berpengaruh karena dalam tahap dilaksanakannya kebijakan yang telah di tetapkan sebelumnya oleh pemangku kebijakan. Istilah implementasi sendiri berasal dari bahasa inggris yaitu Implementation yang berarti pelaksanaan.
			Menurut Van metter dan Van horn (dalam Agustino 2020:150) berpendapat dalam model pendekatannya, terdapat enam dimensi yang sangat menentukan keberhasilan, yaitu :
a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan;
b) Sumber Daya; 
c) Karakteristik Agen Pelaksana; 
d) Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana; 
e) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana; 
f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik






INPUT

Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Kasus di Jalan Pekiringan Kota Cirebon)



PROSES


Model Implementasi Kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn (dalam Agustino 2020:150)
a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan
b) Sumber Daya
c) Karakteristik Agen Pelaksana
d) Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana
e) Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik




FEEDBACK



OUTPUT


Pelaksanaan implementasi kebijakan berjalan tidak optimal

Pelaksanaan implementasi kebijakan berjalan optimal


Upaya
Mengoptimalkan pelaksanaan implementasi kebijakan retribusi parkir
OUTCOME

Tercapainya target retribusi parkir sesuai target yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Cirebon


[bookmark: _Toc137007239]Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran


